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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: 

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak”. Artinya, negara bertanggungjawab 

menyediakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya bagi rakyatnya. Hak 

mendapatkan pelayanan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya 

dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara 

memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan. Dalam 

upaya pemenuhan haknya untuk memperoleh pelayanan diperlukan adanya 

perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pemerintah. Tujuan utamanya 

agar tercipta kepastian hukum dan keamanan karena posisi warga negara lebih 

lemah jika dibandingkan dengan pemerintah. Meskipun demikian, administrasi 

negara juga diberikan perlindungan hukum terhadap tindakannya yang benar dan 

sesuai dengan hukum yang ada.  

Secara tegas tertuang dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Konsep negara hukum menekankan bahwa setiap aspek penyelenggaraan 

pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, 

sehingga segala bentuk kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh didasarkan 

pada kehendak individu atau kelompok tertentu semata, melainkan harus sesuai 

dengan norma hukum yang telah ditetapkan.  
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Ciri-ciri negara hukum menurut J. Stahl, yaitu adanya perlindungan hak 

asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan dan 

peradilan administrasi.1 Sedangkan menurut Imanuel Kant, terdapat dua unsur 

pokok yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk dapat dikatakan sebagai negara 

hukum, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya 

pemisahan kekuasaan dalam negara.2  

Merujuk pada Teori Montesquieu, kekuasaan negara dibagi atas 3 (tiga) 

jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Disamping prinsip 

pemisahan kekuasaan terdapat prinsip checks and balances. Melalui mekanisme 

checks and balances, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan diawasi dengan 

baik, sehingga penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau individu yang 

memegang jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan diatasi.3 

Dalam sebuah demokrasi, checks and balances adalah sesuatu yang wajar dan 

sangat penting. Mekanisme ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu 

atau institusi tertentu serta menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu orang atau 

satu institusi. Dengan sistem ini, institusi yang satu dengan institusi yang lainnya 

akan saling mengawasi, mengontrol, dan bahkan saling melengkapi. 

Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, undang-

undang dasar memiliki peran khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan 

 
1 Raharjo Handri, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan 

Hubungannya Dengan Hukum Internasional, Yogyakarta: Media Pressindo, 2014, hlm. 38-39. 
2  Ibid, hlm. 38. 
3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

2010, hlm. 61. 
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agar pelaksanaannya tidak menjadi sewenang-wenang. Di Indonesia pembatasan 

ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Hukum tata negara positif (positieve staatsrecht), memandang lembaga 

negara sebagai suatu organ yang umumnya diatur dalam konstitusi suatu negara. 

Keterbatasan fleksibilitas dalam amandemen konstitusi mengakibatkan terbatasnya 

jumlah lembaga negara yang dapat dibentuk, sehingga hal ini mendorong 

pembentukan lembaga negara lainnya melalui peraturan perundang-undangan di 

luar konstitusi. Lembaga negara yang didirikan dan memiliki kewenangan 

berdasarkan konstitusi disebut sebagai constitutional state organ. Sementara itu, 

lembaga negara yang didirikan dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan lainnya dikenal sebagai state auxiliary organ.4 

Jimly Asshiddiqie mengelompokkan lembaga negara ke dalam tiga 

lapisan, yaitu lembaga pada lapisan pertama yang terdiri dari lembaga tinggi negara, 

lapisan kedua yang mencakup lembaga negara, dan lapisan ketiga yang terdiri dari 

lembaga daerah.5 Lembaga pada lapis pertama adalah lembaga negara yang 

disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki 

kedudukan yang sederajat yaitu, sebagai berikut: 

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

 
4 Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem 

Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, hlm. 146. 
5 Ibid, hlm. 147. 
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e. Mahkamah Agung (MA); 

f. Mahkamah Konstitusi (MK); 

g. Komisi Yudisial (KY); dan 

h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Selanjutnya lapisan kedua, di lapisan ini terdapat lembaga negara yang 

memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945, serta ada juga yang 

memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yaitu, sebagai berikut: 

a. Menteri Negara; 

b. Tentara Nasional Indonesia; 

c. Kepolisian Negara; 

d. Komisi Yudisial; 

e. Komisi Pemilihan Umum; dan 

f. Bank Sentral. 

Klasifikasi terakhir adalah lapisan ketiga yang mencakup lembaga-

lembaga negara yaitu, sebagai berikut: 

a. Pemerintahan Daerah Provinsi; 

b. Gubernur; 

c. DPRD Provinsi; 

d. Pemerintahan Daerah Kabupaten; 

e. Bupati; 

f. DPRD Kabupaten; 

g. Pemerintahan Daerah Kota;  

h. Walikota; dan 
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i. DPRD Kota. 

Selain itu, saat ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan diberikan 

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar konstitusi (State 

auxiliary organ) jumlahnya sangat banyak, diantaranya:  

a. Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 

d. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 

e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;  

f. Ombusdman Republik Indonesia;  

g. Komisi Penyiaran Indonesia; dan 

h. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang berperan dalam 

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman memiliki 

kewenangan untuk menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam 

pelayanan publik serta melakukan penyelidikan guna memastikan adanya 

perbaikan sistem kerja di instansi terkait. Ombudsman pertama kali didirikan di 

negara Swedia pada tahun 1809. Kurang lebih 4000 tahun yang lalu, Lembaga 

semacam Ombudsman ini telah dipraktekkan di berbagai negara. Dean M. 

Gottehrer mengungkapkan bahwa ombudsman pada dasarnya berasal dari prinsip-

prinsip keadilan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem 
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pemerintahan Islam.6 Pada hakikatnya yang berkembang di berbagai negara 

merupakan Ombudsman yang fokus pada isu-isu tertentu yang muncul di 

masyarakat yang merupakan respon institusional terhadap masalah yang timbul 

dalam layanan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya di Amerika, Ombudsman 

adalah badan legislatif yang menyelidiki keluhan masyarakat atas pelayanan yang 

diberikan badan eksekutif. Sedangkan, di beberapa negara lain Ombudsman adalah 

badan independen yang didirikan untuk peningkatan pelayanan publik. Dengan 

demikian, Ombudsman memiliki model yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 

negara itu sendiri. Namun, secara keseluruhan Ombudsman ada untuk membantu 

mengawasi kualitas pelayanan yang diberikan administrasi negara. 

Berdirinya Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi kondisi birokrasi 

yang diwarnai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasca reformasi. Saat 

itu, Indonesia belum memiliki lembaga yang berwenang mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik sehingga banyak terjadi praktik maladministrasi 

sebagai akibat ketidaksetaraan perlakuan terhadap masyarakat. 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan salah satu lembaga 

negara independen yang aturan pembentuknya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang, yakni Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 

2000 dimana saat itu adalah masa pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman 

Wahid. Selanjutnya, keberadaan Lembaga ini diperkuat lagi melalui Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

 
6 Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi 

dan Keterbukaan Informasi, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 139.  
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, 

Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi 

pelaksanaan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseoranagn 

yang diberi tugas melaksanakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

daerah.7 Hal ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 yang mengatakan pengawasan eksternal pelaksanaan pelayanan publik 

dilakukan melalui, masyarakat, Ombudsman, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten /Kota.8 

 Dalam pelayanan publik, sengketa timbul akibat maladministrasi yang 

dilakukan oleh penyedia layanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan 

yang diterima sering kali direspon dengan diam atau mengajukan keluhan yang 

tidak ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya mekanisme 

pengaduan yang tersedia, di mana selama ini penyelenggara pelayanan publik 

umumnya hanya menyediakan kotak saran atau pengaduan, tetapi respon yang 

diberikan sering kali minim atau bahkan tidak ada hasilnya. Selain itu, 

ketidakberanian masyarakat untuk melapor juga dipengaruhi oleh kekhawatiran 

berhadapan dengan aparat birokrasi yang bersikap seolah penguasa serta 

ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan dan kewenangan lembaga 

 
7 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
8 Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
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Ombudsman. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih 

masif mengenai peran Ombudsman termasuk mekanisme penanganan laporan, agar 

masyarakat lebih memahami hak-haknya serta tercipta pelayanan publik yang 

berkualitas. 

Dalam menjalani tugasnya Ombudsman mengacu pada Peraturan 

Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Berdasarkan peraturan tersebut, 

Ombudsman memiliki wewenang untuk menerima laporan terkait dugaan 

maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Setelah menerima laporan, 

Ombudsman berhak melakukan investigasi terhadap tindakan aparat yang 

dilaporkan. Berdasarkan hasil investigasi, Ombudsman mengeluarkan saran dan 

rekomendasi. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2023, rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang 

diberikan kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan atau ditindaklanjuti guna 

meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan yang baik.9 

Namun, muncul pertanyaan mengenai langkah yang dapat diambil ketika 

penyelenggara pelayanan publik tidak mematuhi saran atau rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh Ombudsman. Dalam banyak kasus, ketiadaan sanksi hukum yang 

tegas terhadap lembaga yang mengabaikan rekomendasi tersebut menyebabkan 

rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara. Akibatnya, Ombudsman sering 

dianggap kurang berpengaruh karena hanya dapat memberikan rekomendasi yang 

pelaksanaannya bergantung pada itikad baik lembaga terkait. Ketika lembaga 

 
9 Pasal 1 angka 20 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 
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pelayanan publik tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman, berdasarkan Pasal 63 

ayat (2) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, 

Ombudsman hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi administratif. 

Soenaryati Hartono menekankan bahwa Kewenangan Ombudsman perlu 

diperkuat dan dibuat tinggi agar mampu menyelesaikan masalah dan berhadapan 

dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya.10 Tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

Ombudsman Republik Indonesia adalah mewujudkan kewenangannya secara 

efektif sehingga dapat berfungsi sebagai lembaga negara yang berperan penting, 

sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik. 

Dari uraian-uraian di atas, peneliti merasa sangat penting untuk melakukan 

penelitian terkait pengaturan kewenangan Ombudsman dan penerapan pengaturan 

kewenangan Ombudsman terhadap penanganan laporan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Kewenangan Ombudsman terhadap Penanganan Laporan Maladministrasi 

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Ombudsman dalam penanganan 

laporan maladministrasi? 

 
10 Zainal Arifin M, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi 

Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konsttusi, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 

94. 
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2. Bagaimana penerapan pengaturan kewenangan Ombudsman dalam 

penanganan laporan maladministrasi?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait kewenangan Ombudsman dalam 

menindaklanjuti laporan dugaan adanya maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Untuk mengetahui penerapan dari pengaturan kewenangan Ombudsman 

dalam menindaklanjuti laporan dugaan adanya maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara terkait kewenangan 

Ombudsman RI. Serta peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat membantu 

dalam mendalami permasalahan yang terkait dengan Lembaga Ombudsman secara 

lebih mendalam. Ini membuka wawasan terhadap isu-isu yang ada, seperti 

kebutuhan masyarakat, tantangan, dan peluang yang bisa dihadapi. 

2. Praktis 
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a. Bagi Penulis, penulis dapat menerapkan dan memahami teori yang 

telah dipelajari selama perkuliahan bekerja dalam praktik, serta 

memperkaya wawasan di bidang hukum khusus nya administrasi 

negara. 

b. Bagi Masyarakat, sebagai sosialisasi dan edukasi mengenai 

keberadaan Lembaga Ombudsman sebagai pengawas 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan pemerintah. 

c. Bagi Pemerintah ataupun Pembuat Kebijakan, penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi objek pertimbangan terhadap 

pembentukan dan perbaikan atas kebijakan Ombudsman guna 

meningkatkan kualitas lembaga, terkhusus dalam lingkungan 

penindaklanjutan laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga negara 

independen yang mengawasi penyelenggaran pelayanan publik memiliki beberapa 

fungsi, tugas dan wewenang. Agar penulisan skripsi ini jelas dan terarah maka 

ruang lingkup penulisan penelitian ini penulis batasi berdasarkan judul 

permasalahan skripsi ini. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini yakni, 

pengaturan kewenangan Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat 

mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan 
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penerapan pengaturan kewenangan Ombudsman dalam penanganan laporan 

maladministrasi. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kewenangan 

Dalam Bahasa Inggris teori kewenangan dikenal dengan authority of 

theory, sedangkan dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai theorie van het 

gezag. Umumnya kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan. Kekuasaan disini 

dilihat sebagai kemampuan untuk menguasai orang lain yang didasarkan pada 

kewibawaan, kewenangan, kharisma dan kekuatan fisik.11 Namun, kewenangan dan 

kekuasaan sebenarnya tidak bisa disamakan. Kekuasaan hanyalah hak untuk 

melakukan dan tidak melakukan, sedangkan dalam kewenangan terdapat hak dan 

kewajiban. Kewenangan dapat dibagi menjadi kewenangan yang sifatnya 

horizontal dan kewenangan yang sifatnya vertikal. Kewenangan yang bersifat 

horizontal berarti kekuasaan yang diberikan digunakan untuk menjalankan tugas 

pemerintahan sebagaimana mestinya. Sedangkan kewenangan yang sifatnya 

vertikal berarti kekuasaan yang diberikan digunakan untuk menjalankan 

pemerintahan dalam kerangka tatanan pemerintahan negara secara menyeluruh.12 

Ridwan HB memberikan pengertian kewenangan sebagai seluruh 

ketentuan yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh 

 
11 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 276. 
12 Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa 

dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan 
Sitaro”,  EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, 2018.  
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subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.13 Konsep 

kewenangan memiliki unsur adanya ketentuan hukum dan sifat hubungan hukum. 

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada suatu badan atau pejabat, terlebih 

dahulu harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, 

sifat hubungan hukum atau sifat yang berkaitan dengan hukum terbagi lagi atas 

hubungan hukum yang bersifat publik dan privat.  

Dalam hukum administrasi negara, istilah kewenangan meruapakan hal 

yang penting. Alat-alat perlengkapan negara diberikan kewenangan untuk 

menjalankan roda pemerintahan. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersumber 

dari peraturan perundangan-undangan, yakni:14 

1. Atribusi ialah perolehan kewenangan oleh konstitusi atau undang-

undang yang memberikan kepada suatu badan atau pejabat dengan 

wewenang sendiri dan tanggungjawab hukum sendiri. 

2. Delegasi ialah pengalihan suatu kewenanagan yang ada pada suatu 

badan atau pejabat kepada badan atau pejabat lainnya. Biasanya dari 

yang tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. 

3. Mandat dalam mandat tidak ada pengalihan kewenangan karena 

pelaksanaan kewenagannya untuk dan atas nama pemberi mandat. 

Akibatnya, tanggungjawab tetap ada pada pemberi mandat sejauh 

pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diberikan. 

Fokus penelitian ini berkaitan dengan kewenangan, terkait bagaimana 

kewenangan Ombudsman sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

 
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 110. 
14 Ibid, hlm. 104.  
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oleh undang-undang dalam menangani adanya tindakan maladministrasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik.  

2. Teori Pelayanan Publik 

Hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan 

publik atau pelayanan umum. Publik berasal dari Bahasa Inggris public yang jika 

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi publik atau umum. Dilihat dari 

sosial budaya, pelayanan publik adalah alat pemenuh kebutuhan dasar manusia 

guna meraih kesejahteraan yang dalam penerapannya, sangat dipengaruhi oleh 

nilai-nilai, sistem kepercayaan, dan bahkan unsur-unsur religius yang 

mencerminkan budaya serta kearifan lokal yang ada.15 Sedangkan dari kacamata 

hukum, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang berasal dari 

konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

warganya atas suatu pelayanan. 

Definisi dari pelayanan publik sudah banyak dicetuskan oleh para ahli 

dan peraturan tertulis. Menurut Hardiyansyah, pelayanan publik diartikan 

sebagai kegiatan melayani untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat 

atau organisasi yang berkepentingan dengan suatu organisasi, sesuai dengan 

aturan dan prosedur yang ditetapkan, serta bertujuan memberikan kepuasan 

kepada penerima layanan.16 Pemerintah dituntut bukan hanya memenuhi 

kebutuhan perorangan saja tetapi masyarakat. Pemberian pelayanan prima adalah 

 
15 Op.Cit., Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, hlm. 12. 
16 Bambang Suryantoro dan Yan Kusdyana, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada 

Politeknik Pelayaran Surabaya”, Jurnal Baruna Horizon, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 224. 
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refleksi dari pengabdian pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggara harus 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan prima, yaitu kualitas dan 

standar pelayanan. Kualitas pelayanan publik dapat dikatakan layak dan baik jika 

penerapannya sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Beberapa diantaranya, 

asas kepastian hukum, kesamaan hak, dan ketepatan waktu.  

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga 

Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan Pemerintahan.17 

Merujuk pada Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003, kualitas 

pelayanan publik bercirikan: 

1. Kesederhanaan, yaitu dalam hal prosedurnya sederhana, cepat dan 

tidak berlarut-larut sehingga mudah untuk dimengerti dan dijalani. 

2. Kejelasan dan kepastian berkenaan dengan prosedur, teknis dan 

persyaratan, biaya yang dikeluarkan dan cara pembayarannya, 

jadwal waktu penyelesaian layanan, dan hal lainnya yang harus 

diketahui masyarakat. 

3. Keamanan, yaitu ikhtiar untuk memberikan kenyamanan serta 

kepastian hukum terhadap proses dan hasil pelayanan umum. 

4. Keterbukaan, yaitu informasi yang bersifat terbuka terkait proses 

pelayanan umum, baik dituntut maupun tidak oleh masyarakat. 

 
17 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
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5. Efisien, berkenaan dengan kriteria pelayanan umum hendaknya 

ditentukan pada ihwal yang ada kaitan langsung dengan capaian 

target pelayanan tanpa mengabaikan keselarasan antara kriteria 

dengan hasil pelayanan umum yang diberikan. 

6. Ekonomis, berkenaan dengan dana yang dikeluarkan dalam 

pelayanan umum harus diputuskan secara proporsional dengan 

mempertimbangkan nilai barang/pelayanan, kemampuan dan 

kondisi masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku. 

7. Keadilan, artinya semaksimal mungkin cakupan pelayanan umum 

harus didistribusikan secara luas dan merata serta adil dalam 

perlakuannya. 

8. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian dapat sesuai dengan kurun 

waktu yang sudah ditetapkan. 

Terkait dengan penelitian, memberikan pelayanan yang layak artinya 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan merupakan kewajiban administrasi 

negara. Jadi sudah seharusnya administrasi negara bertindak sesuai dengan apa 

yang menjadi tanggungjawabnya dengan berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku sebagai bentuk pengabdiannya pada negara.  

3. Teori Penyelesaian Sengketa  

Upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan mengembalikan 

hubungan para pihak yang berselisih seperti semula, baik hubungan sosial maupun 

hubungan hukum merupakan hakikat dari penyelesaian sengketa. Teori yang 



17 
 

 
 

mengkaji tentang penyelesaian sengketa ini dikenal dengan teori penyelesaian 

sengketa. 

Dalam bahasa Inggris teori penyelesaian sengketa dikenal dengan istilah 

dispute settlement of theory, sedangkan Bahasa Belandanya theorie van de 

beslechting van geschillen. Secara harfiah, penyelesaian artinya cara penyelesaian. 

Sementara itu, kata sengketa belum memiliki kesamaan pandangan di kalangan para 

ahli, ada yang memakai istilah sengketa dan ada juga yang memakai istilah konflik. 

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik dengan 

mengartikannya sebagai perbedaan kepentingan anatara para pihak sehingga tidak 

tercapainya kesepakatan.18 Sedangkan Richard L. Abel menggunakan istilah 

sengketa dengan mengartikannya sebagai ketidakcocokan para pihak atas sesuatu 

yang berharga.19 

Sayangnya, pengertian sengketa yang diberikan oleh para ahli ini masih 

perlu disempurnakan karena belum jelasnya subjek dan objek yang bersengketa. 

Namun, dari pengertian-pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa   Kategori 

sengketa mengacu pengelompokan berbagai jenis sengketa yang terjadi di tengah 

masyarakat, seperti sengketa lahan, sengketa administratif, sengketa jual beli, dan 

lainnya. Faktor penyebab timbulnya sengketa diungkapkan untuk mengetahui hal-

hal yang menjadi penyebab timbulnya sengketa. Cara yang digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa perlu diperhatikan apakah dengan cara negosiasi, mediasi 

atau cara lainnya.  

 
18 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004, hlm. 9-10. 
19 Op.Cit., Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, hlm. 136. 
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Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam teori strategi penyelesaian 

sengketa mencetuskan lima strategi dalam menyelesaikan sengketa, sebagai 

berikut:20 

1. bertanding (contending)  

2. mengalah (yielding) 

3. pemecahan masalah (problem solving) 

4. menarik diri (with drawing) 

5. diam (inaction) 

Dalam masyarakat kita sudah terdapat beberapa peraturan perundang-

undangan terkait dengan penyelesaian sengketa, diantaranya Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain 

melalui pengadilan, cara penyelesaian sengketa yang diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesi , yaitu alternative dispute resolution (ADR) yang 

meliputi: 

1. konsultasi atau perundingan antara para pihak yang bersengketa 

tanpa adanya pihak ketiga; 

2. negosisasi atau komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan 

atas kepentingan bersama; 

3. mediasi yaitu proses melibatkan orang ketiga dalam penyelesaian 

sengketa yang bertindak sebagai penasihat; 

 
20 Op.Cit., Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, hlm. 146. 
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4. konsiliasi yaitu upaya menyatukan keinginan kedua belah pihak 

untuk mencapai kata sepakat; 

5. penilaian ahli dimana pihak-pihak yang bertentangan akan 

menunjuk seorang ahli untuk menemukan fakta-fakta atau membuat 

pengarahan materi secara mengikat.  

Penyelesaian sengketa dengan cara damai juga diatur dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Prosesnya melalui musyawarah agar pihak yang 

bersengketa dapat saling menerima dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Pemerintah, pranata adat, pranata sosial dan satuan tugas penyelesaian konflik 

sosial merupakan pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa.  

Terkait dengan penelitian, sengketa terjadi antara penyelenggara 

pelayanan publik dan penerima layanan yang cara penyelesaian dilakukan melalui 

lembaga yang berwenang dalam hal ini, yaitu Ombudsman. Terkait proses 

penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Ombudsman itu 

sendiri.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Penelitian ini dilakukan 

dengan dengan mengkaji dan menelaah data-data yang ada, bahan hukum serta 

pelaksanaan ketentuan hukum positif yang relevan dengan topik penelitian. Dalam 

penelitian ini juga diterapkan pendekatan wawancara dengan narasumber yang 
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dianggap memiliki kompetensi serta pemahaman yang relevan terhadap isu yang 

diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh data yang lebih akurat dan 

mendalam untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti21, yakni 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dan 

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Dengan pendekatan ini 

penulis akan mempelajari regulasi tersebut dan keterkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya, serta kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang 

dengan peraturan di bawahnya, maupun dengan undang-undang yang setara. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus terkait isu yang 

dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 

Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana norma atau aturan hukum 

diterapkan dalam praktik, terutama pada kasus-kasus yang sudah diputus 

 
21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56. 
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sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi yang menjadi fokus penelitian. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum 

putusan, melainkan pada ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan 

hakim dalam mencapai putusan tersebut.22 

3. Sumber Bahan Penelitian 

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum yaitu: 

1) Bahan Penelitian Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

6) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. 

7) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 

 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 119. 
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8) Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsultasi, Penerimaan, dan 

Verifikasi Laporan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder memiliki kaitan yang erat dengan bahan 

hukum primer, karena bahan ini berfungsi memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dalam bentuk buku teks, hasil 

penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pandangan para ahli 

hukum23 yang akan memperkaya pemahaman penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dan 

penjelasan terkait bahan hukum primer maupun sekunder, seperti 

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia 

hukum24 yang relevan dengan permasalahn skripsi ini.  

2) Bahan Penelitian Non-Hukum 

Bahan non-hukum merupakan bahan di luar bidang ilmu hukum yang 

digunakan untuk melengkapi bahan hukum. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan wawancara guna memperoleh data empiris dan 

informasi yang relevan dengan topik penelitian. 

 

 
23 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

RadjaGrafindo Persada, 2004, hlm. 29-30. 
24 Op.Cit., Muhaimin, hlm. 62.  
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4. Teknik Inventarisasi Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian normatif ini 

dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Melalui studi pustaka, bahan-

bahan tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing 

rumusan masalah. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 

kepustakaan dan data yang diperlukan serta menggunakan media elektronik seperti 

internet atau website. Penulis menginventarisasi bahan penelitian yang relevan 

melalui daftar isi produk hukum tersebut, mencatat dan mengutip bahan yang 

diperlukan, kemudian menganalisisnya sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian ini.25 Dalam penelitian ini Penulis juga melakukan studi lapangan berupa 

wawancara dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Tujuannya untuk 

mencari informasi akurat dan mengumpulkan data yang relevan dengan 

permasalahan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Analisis bahan penelitian dilakukan dengan menelaah secara kritis yang 

dapat berarti menentang, mendukung, menambah, atau memberikan komentar, 

kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan pemikiran 

sendiri dengan dukungan teori yang telah digunakan.26 Sifat analisis dalam 

penelitian normatif bersifat preskriptif, yakni untuk menyajikan argumentasi atas 

hasil penelitian yang dilakukan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, di mana interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah 

 
25 Op.Cit., Muhaimin, hlm. 66. 

26 Op.Cit., Muhaimin, hlm. 71. 
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dilakukan secara mendalam (in-depth analysis) untuk menghasilkan data deskriptif 

yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah metode terakhir dalam menelaah data atau 

pengolahan data. Kesimpulan dari penelitian merupakan bagian yang penting 

karena bagi peneliti lain atau pembaca dapat membantu mengarahkan untuk 

adanya studi lanjutan atau penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Pada 

tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini, diraih kesimpulan 

secara metode deduktif, yaitu kesimpulan diambil dengan menarik dari 

permasalahan yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang lebih khusus terkait 

pokok masalah yang dihadapi. 

7. Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1) Tahap Awal 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah pengajuan judul skripsi, kemudian 

mengikuti seminar proposal serta melakukan revisi berdasarkan hasil seminar. 

Setelah itu, peneliti mengajukan permohonan surat pengantar riset dari kampus 

sebagai syarat perizinan untuk melakukan wawancara di Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Selatan. Setelah memperoleh surat balasan dari instansi 

terkait, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber. 

2) Tahap Pelaksanaan  

Peneliti mengumpulkan bahan penelitian, termasuk bahan non-hukum 

berupa hasil wawancara yang dilaksanakan di Ombudsman RI Perwakilan 
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Sumatera Selatan pada Januari 2025. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

Bapak Prana Susiko, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, dan Bapak 

Irpan, Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Wawancara dilakukan secara 

semi-terstruktur, di mana pertanyaan telah disusun sebelumnya tetapi dapat 

disesuaikan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat.  

3) Tahap Akhir  

a. Menyusun hasil penelitian dengan menghubungkan data yang diperoleh 

dengan bahan hukum terkait. 

b. Menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tertulis, kemudian mengikuti 

ujian komprehensif serta melakukan revisi sesuai dengan perbaikan dari 

ujian tersebut. 
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